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BPJS KESEHATAN
Pemkot Kesulitan
Bayar Premi

PALU, MERCUSUAR -
Terhitung 1 Januari 2014
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan diberlakukan.
Namun, Pemerintah Kota
(Pemkot) Palu memastikan,
warga miskin penerima
program Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) Kota
Palu yang jumlahnya seki-
tar 40 persen dari pemilik
jaminan kesehatan itu, tidak
akan berada di bawah tang-
gungan BPJS Kesehatan,

Masalahnya, rupanya pada
anggaran. Pemkot Palu se-
cara jujur belum mampu
membayar premi yang besa-
rannya Rp15.252 per bulan
untuk setiap peserta pene-
rima bantuan furan atau
PPBI. Jika saat ini tercatat
24,304 warga miskin pene-
rima Jamkesda di Palu, maka

di atas kertas dana premi

yang harus disiapkan sebu-
lan adalah Rp370,6 juta atau
Rp4,44 miliar setahun,
"Tingkat kemampuan fi-
nansial daerah memang be-
lum mampu untuk memba-
yar premi untuk warga yang
selama ini tercakup dalam

‘program Jamkesda," kata

Kasubid Kemasyarakatan
Bagian Administrasi Kesra
dan Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota
Palu, Arman Jaya, Selasa
(26/11/2013).

Pada saat yang sama, pi-'
haknya sedang menyiapkan
inventarisasi jaminan kese-
hatan. Proses inventarisasi
masih jalan terus, mulai dari
penyusunan perencanaan,
sosialisasl kepada calon
peserta, serta koordinasi

Baca PREMI di hal.11
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Jamkesmas, Jamsostek serta JPK TNI/Polri Telah Siap
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dengan PT Askes. Sesuai
Instruksi Presiden yang
tertuang dalam Undang-
undang Nomor 24 tahun
2011 tentang BPJS, BPJS
akan menggantikan sejum-
lah lembaga jaminan sosial
yang ada di Indonesia,
seperti PT Askes dan PT

Jamsostek per 1 Januari
2014. Karena itu, seluruh
pemerintah daerah telah
diminta untuk melakukan
persiapan pelaksanaan
BPJS Kesehatan di wilayah
masing-masing. Menurut
Arman, masyarakat
pemegang kartu Jaminan

Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jam-
sostek), serta Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
(JPK) TNI/Polri telah _
siap dialihkan ke BP]S
Kesehatan pada 2014
nanti. ABs




